DAFTAR PUSTAKA

Afan, G. (2005). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (V). Pustaka Belajar.

Agang, M. 1. (2019). Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu. Akta Yudisia.

Aksa, M. K., & Munandar, S. (2024). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam
Penegakan Tindak Pidana Pemilu. 2(2).

Fachrul Irwansyah, M Fadhil Pramudya P, & Fadjar Hadi. (2024, January 21). Mahfud
Md Dilaporkan Ke Bawaslu Imbas Sebut Gibran “Gila” Di Debat Cawapres.

Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu
Yang Demokratis Dan Berintegritas.

Ja’far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa
Pemilu.

Md, Moh. M. (1999). Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media.

Pamungkas Sigit. (2009). Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan [lmu Pemerintahan
Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.

Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum. In Jurnal Ilmiah
Dinamika Sosial (Vol. 3, Issue 1). Http://Journal.Undiknas.Ac.Id

Pkpu Nomor 20 Tahun 2023, Pub. L. No. Nomor 20 Tahun 2023 (2023).
Https://Jdih.Kpu.Go.Id/Data/Data_Pkpu/2023pkpu020.Pdf

Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam
Penyelenggaraan Pemilu 2019. In Jurnal Adhyasta Pemilu (Vol. 2, Issue 2).

Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu
Serentak 2024. In Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (Vol. 3).
Https://Pusdikra-Publishing. Com/Index.Php/Jies

Sagala, C. S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila Di Tahun Politik.
Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2). Https://Do0i.0Org/10.55108/Jap.V5i2.206

Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik
Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.

Sastera, I. G. B. Y., Widyantara, [. M. M., & Suryani, L. P. (2020). (Sanksi Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. Jurnal Kontruksi Hukum,
1(1), 192-196.

24



25

Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana

Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). Jurnal Ilmuu Hukum,
2,219-228.

Tutik, T. T. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud
1945: Vol. Xxiv. Kencana.

Ulya, T. M., & Huda, C. M. (2022). Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian
Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah. Jurnal Darussalam; Jurnal
Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Xiv.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pub. L. No. Nomor 7 (2017).
Https://Www.Bing.Com/Ck/A?! & &P=Ce5890fcee2ffc36jmltdhm9Imtcyndcxnjgw
mczpz3vpzdOynzqOzdyyny 1Im2uSltyzm2qtmtzmyy 1kotjhztiOntyyymemaw5zawq
Intiwng&Ptn=3& Ver=2&Hsh=3&Fclid=2744d627-E3e9-633d-16fc-
D92ae24562ba&Psq=Undang-
Undang+Pemilu+Nomor+7+Tahun+2017&U=A1ahrOchm6ly9wzxjhdhvyyw4uyn
brimdvimlklOhvbwuvrgvOywlscy8znzyOnc91ds1uby031xrhahvultiwmtc&Ntb=1

Vitorio Mantelean, & Dani Prabowo. (2024, January 10). Bawaslu Nilai Umpatan
Prabowo Bisa Masuk Pidana Pemilu.

Yandi. (2021). Yandi, ( 2021) Penguatan Sentragakkumdu Sebagai Instrumen
Institusional Penegakan Hukum Pemilu. Lex Librum.

Yuliawati, N. (2021). Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Efektivitas Penanganan Tindak
Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.



